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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
	 Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan hak-hak warga negara. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, termasuk melalui mekanisme pengaduan, informasi publik, dan pengawasan internal. Pelayanan publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara rinci mengatur standar pelayanan minimum, prosedur penyampaian layanan, dan sanksi bagi pelanggaran, sehingga penyelenggara wajib menjamin aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Regulasi ini menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan publik di berbagai sektor, di mana penyelenggara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara harus berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan amanah konstitusi.
	Dalam sektor kesehatan, tanggung jawab negara semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dengan penekanan pada pemerataan akses. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan sebagai lembaga independen untuk mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana iuran peserta menjadi sumber utama pendanaan dengan mekanisme gotong royong. Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi bentuk konkret komitmen pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan peserta mencapai 278 juta jiwa pada akhir 2024.
	Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan publik mengalami transformasi dari sistem manual menuju sistem berbasis digital yang lebih cepat dan inklusif. Pemerintah merespons perkembangan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Digitalisasi pelayanan publik dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi, seperti antrean panjang, prosedur yang berbelit-belit, keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, serta rendahnya efisiensi operasional secara keseluruhan.
	Tujuan utama penerapan SPBE adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan target integrasi penuh layanan elektronik pada tahun 2025. Regulasi ini mencakup pengembangan infrastruktur data tunggal, standar interoperabilitas antar-aplikasi pemerintah, dan penguatan keamanan siber untuk melindungi data pribadi pengguna. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem dan regulasi, melainkan juga oleh tingkat pemanfaatan dan penerimaan masyarakat sebagai pengguna layanan utama.
	Transformasi digital pelayanan publik tersebut didukung oleh kondisi empiris masyarakat Indonesia yang semakin melek teknologi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, lebih dari 79,5 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dengan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dan mayoritas mengakses melalui perangkat telepon seluler. Tingginya tingkat penetrasi internet dan kepemilikan smartphone, yang mencapai sekitar 86,6 persen populasi usia produktif, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara teknologis memiliki potensi besar untuk memanfaatkan layanan publik berbasis digital, termasuk dalam sektor pelayanan Kesehatan.
	Sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital di sektor kesehatan, BPJS Kesehatan mengembangkan Aplikasi Mobile JKN yang dirancang untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai layanan administrasi kesehatan secara mandiri. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur komprehensif seperti pendaftaran antrean online di fasilitas kesehatan, pengecekan status kepesertaan dan tagihan iuran, perubahan data diri, pencarian lokasi fasilitas kesehatan terdekat, ketersediaan tempat tidur rumah sakit, riwayat pelayanan medis, konsultasi dokter online, serta penyampaian pengaduan dan skrining kesehatan mandiri. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi beban administrasi di fasilitas kesehatan, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung, serta mendukung program Smart Hospital di berbagai rumah sakit pemerintah.
	Pada tahun 2024, aplikasi Mobile JKN telah diunduh oleh jutaan pengguna dan digunakan oleh 17,2 juta peserta aktif di 21.929 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seluruh Indonesia, dengan total peserta JKN mencapai 278 juta jiwa. Fitur utama seperti pendaftaran online telah berhasil mengurangi waktu tunggu di beberapa daerah, namun secara nasional, tingkat penggunaan masih belum merata karena faktor demografis dan geografis. Aplikasi ini terus diperbarui dengan versi terbaru seperti 4.11.2 yang menambahkan integrasi pembayaran non-tunai dan notifikasi real-time untuk meningkatkan user experience. Namun demikian, potensi infrastruktur digital tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat pemanfaatan layanan digital kesehatan secara nyata. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2024, jumlah pengguna aktif Aplikasi Mobile JKN diperkirakan baru mencapai sekitar 35–40 persen dari total peserta JKN secara nasional, dengan survei menunjukkan bahwa 55,98 persen peserta masih mengalami kesulitan memahami fungsi aplikasi sehingga pemanfaatannya kurang optimal. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Mobile JKN telah tersedia secara luas dan didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, pemanfaatannya oleh masyarakat masih relatif rendah, terutama di kalangan pasien rawat jalan lansia dan penduduk pedesaan.
	Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan dalam pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN tidak hanya terletak pada aspek non-teknis seperti persepsi masyarakat, tetapi juga diduga berkaitan dengan aspek teknis sistem yang digunakan. Persepsi masyarakat terhadap suatu layanan digital sangat dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan secara langsung. Ketika pengguna mengalami kendala dalam mengakses aplikasi, maka hal tersebut berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Venkatesh et al. (2014) yang menyatakan bahwa penerimaan dan penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, serta pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Apabila sistem dirasa sulit digunakan atau kurang stabil, maka tingkat penerimaan teknologi oleh pengguna cenderung menurun.
	Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rinjani dan Sari menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan aplikasi layanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan literasi digital pengguna, kurangnya pemahaman terhadap fitur aplikasi, serta adanya kendala teknis seperti sistem yang kurang responsif pada saat digunakan. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa keberhasilan implementasi layanan digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan pengguna dan kualitas teknis sistem yang digunakan.
	Kondisi serupa juga mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pengguna yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi cenderung menilai bahwa layanan tersebut belum sepenuhnya dapat diandalkan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memilih menggunakan metode konvensional meskipun harus menghadapi antrean panjang dan waktu tunggu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kualitas sistem serta pengalaman pengguna dalam mengaksesnya.
	Fenomena tersebut juga ditemukan di RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Tabalong. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat pasien rawat jalan yang belum memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN secara optimal, meskipun rumah sakit telah menerapkan layanan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan terdapat beberapa kendala yang diduga memengaruhi pemanfaatan aplikasi oleh pasien. Sebagian pasien menyatakan belum memperoleh informasi yang cukup mengenai keberadaan dan manfaat aplikasi Mobile JKN. Selain itu, terdapat indikasi bahwa tidak semua pengguna memahami tata cara penggunaan aplikasi secara tepat, terutama bagi pasien dengan usia lanjut atau yang memiliki keterbatasan literasi digital. Di sisi lain, juga terdapat kendala dari aspek teknis aplikasi seperti adanya kesulitan saat mengakses aplikasi, seperti hambatan dalam proses masuk (login), keterlambatan sistem dalam merespons, maupun gangguan tertentu saat menggunakan fitur layanan seperti pendaftaran antrean. 
	Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya minat sebagian pasien untuk menggunakan Aplikasi Mobile JKN secara berkelanjutan. Pasien yang mengalami kendala, baik dari sisi pemahaman maupun teknis, cenderung kembali menggunakan metode pendaftaran manual. Akibatnya, antrean di loket pendaftaran rawat jalan masih cukup tinggi, terutama pada waktu pagi hari, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam pelayanan. ondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan implementasinya di tingkat lapangan. Secara kebijakan Mobile JKN dirancang untuk mempermudah akses layanan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.	
	Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi pasien rawat jalan di rumah sakit daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi pasien rawat jalan mengenai pendaftaran antrean melalui penggunaan Aplikasi Mobile JKN di RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong, terutama terkait kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, serta efektivitas aplikasi dalam pelayanan administrasi kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN oleh pasien rawat jalan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.












B. Rumusan Masalah
	 Bagaimana Persepsi Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS Kesehatan mengenai Pendaftaran Antrean melalui Aplikasi Mobile JKN di RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong?
C. Tujuan Penelitian
	 Untuk Mengetahui Persepsi Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS Kesehatan mengenai Pendaftaran Antrean melalui Aplikasi Mobile JKN di RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong.
D. Manfaat Penelitian
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian pelayanan publik dan inovasi pelayanan berbasis digital (e-government). Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan Kesehatan. 
2. Manfaat Praktis
a. Bagi RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Tabalong, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kesehatan, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan pasien, dan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital.
b. Bagi BPJS Kesehatan, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi BPJS Kesehatan terkait persepsi dan kendala yang dihadapi pasien dalam menggunakan Aplikasi Mobile JKN, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan fitur aplikasi, strategi komunikasi kebijakan, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat digitalisasi pelayanan kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN secara lebih optimal guna memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
d. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik berbasis digital di sektor kesehatan.
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